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Nomor : 6 tahun 1973.

DEWAN PE'W&KILAN R4AKYAT DAE aH TINGKAT 1T
KABUPATEN BANYUM&S

menets pkan Peragturan Daergh sebagai be rikut .

PERATUDA N DAERAH Kabupaten Banyumas tentang Pajak Petasan,

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaks ud dengan

a. "Pajak Petasan" adalgh Pejak yang dipungut dapi Lereka yang meng-

'~ Warkan dan me lakulan Penjualan Petagan Sebagai mata pencaharian;

b, "Petagan" (biasanyavdisebut Mercon) adalah alat Permainan yang di
buat dengan mompe rgunakan bahan peled gk ringan, termasuk kembang
api;

€. "Menawarksn! adalah menjajakan dan menyimpan sebagai persediaan,

* tidak untuk dipsrgunakan sendiri;

de "Mata Pencahg rign” dimaksud Jjuga mata bPencaharian Sampingan;

€e "Wajib Pajak" adalan nereka yang telahn méndapat idgzin untuk melgw
kukan Penawaran dan Penjuglan Petasan,

(1), Barangsiapa akan menawarkan petagan Séperti dimaksug dalam
Pasal 1 hurus o Peraturgn Daerah ini wa jib mendaft g rkan pada Kantor
Peme rintah Dae rah Kabupaten Banyumasg,

(2) e wajib Pajek diwajibkep untuk setiagp tahun dalan bulan Jg-
NUari mendaftarkan diri padg Kantor Peme rintah Daerah Kabupaten Ba=-
Nyumas atay kepada'pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daersh
Kabupat en Banyumasg,

dalam ayat (1) pasal ini,

(). pPajax wajib dibayar lunasg bersana~gang dengan saat pendaf-
taran seperti dimaksud dalanm ayat (1) pasal ini,

(5) . selamg Pajak belunm dibayar lunas, wajib pajak-dianggap
be Lum ne.lakukan bendaftgaran dan dilarang nelakukan Penawaran dan -
Penjualan pPetasan. :

Pasal 30

(L}, Besarnya pajak adalah 159 (linabelss Perseratus) dari mow
dal yeng be red g r selams setahun atau sebagian dari setahun, dengan
ketentuan sekurangnkurangnya RP.750, - (tujuhratus limapuluh rupiagh),

(2) . Tahun Pa jak .dimaksug dglan ayat (2) pasal 2 Peraturan Dae-
rah ini gdglah "Tahun takwin'

Pasal ),

(1) Bupati Kepala Daergh Kabupaten Banyunas Lengadakan buky
pendaftaran untul: nencatat pendaftaran-nendaftaran dinaksud dalap

(2) e Bupati Kepala Dae rah Kabupaten Banyunas Lenetapkan bentuk
dari bukuy pendaft aran dinaksud dalar, ayat (1) pasal %

Barangsiapa nenawa rkgn Petasan dan nelakukan Pekerjaan itu un-
tuk mata pencaha rign tanpa Lendaftarkan diri sebagai dimaksud dalan
Pasal 2 peraturan Daerah ini dikenakan Pajak karena Jabatan dan atau
dihukun dengan hulunan kurungan selamanlamanya (tiga) bulan atau
dendg setinggi-tingginya ?p710,0009~ (sepuluhriby rupiah),

Pasal 6c € CCeecceen
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pPasal 6.
& > (1) Kepala Pengawasan Daerah, Kepala Bagian Pendapatan Daerah,
i Kepala Sub Bagian Pajak Daerah dan Pegawai-pegawai yang ditugaskan
x oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Banyumas bertanggung-jawab atas
' pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

(2) e Pejabat dinaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang memna-
suki untuk melakukan penyelidikan diseuua teumpat yang secara wajar
dapat diduga adanya jual beli petacsan.

(3)« Para penilik dan pembantu-pembantunya diwajibkan memberi
bantuan demi lancarnya jalannya penyelidikan.

Pasal T7.

'('-'l). Peraturan Daerah ini disebut "PERAT URAN DAETAH PAJAK PE~-
TASAN" .

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlgku sejak diundangkan.
Pasal 8.

Dengan berlakunya Feraturan Daerah ini, tidak berlaku lagi
Feraturan Daerah Kabupaten Banyunas tentang pajak petasan tanggal
23 oktober 1936, yang disetujui oleh College van Gedeputeerden van
den Provincialen Raad van Midden-Java dengan Surat Keputusan tang-
. gal 1 pesember 1936 No. J.129/1/9. Diundangkan dalar Lembaran Pro-
‘ pinsi tanggal 17 Desewmber 1936 (Tambahan Seri ¢ Koel5).

Purwokerto, 12 M e i 1973.
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LNJEL&SAN PERAT URAN DAERAH K4BUEATEN BANYUMAS
Nomor : 6 tahun 1973
TENT 4N G
FAJaK PoE-T &S &N

PENJELASAN WMUM :

Perdagangan petasan, meskipun pada saat-saat sekarang ini
seolah-olsh hanys nerupakan kegiatan rerdagangan yang bersifat
nusinan, akan tetapi dalan kenyataannya nerupakan suatu kegiat=-
an usaha ysng cukup menarik selers para pedagang, pengusaha,
yang berarti bidang kegiatan perdagangan petasan adalah Lerupa-
kan bidang useha yang cukup nenguntungkan, karena itulah maka
atas kegiatan usaha dalamnm bidang tersebut wajar dikenakan suatu
pembebanan, bsrupa pajak.

Dalam Perabursn Daerah ini, pembebanan pajak hanya dikenakan
kepada merela yang menawarkan. Dalan pengertian renawarkan terma-
suk didalamya menjual.

Kepada pembust %idak dikenakan penbebanan be rdasarkan Peraturan
Daerah ini, karena pembebsnan berups pajak kepada "Pembuat", tew
lah dipungut dalan hubungan dengan sesuatu perusahaan, seperti
halnya dengan Perusahaan-perusahaan pPada ununnya .

Menurit Pergburan Daerah ini, vpebtasan dirunuskan sebagai
seésugbu permeinen yang didbuat dengan nenpe rgunakan bahan peledak
ringan; jadi petasan adalah neruvakan snatu kesatuan dari bebe-
rapa uncur, ;
Unsur-unsur itu sendiri, satu-persatu tidak teruasuk klasifikasi
petasan, sehingga penjual karbit nisalnya, tidaklah terkena deng=-
an Percturan Daerah ini.

Dimasukkannya "kembang api dalan pengertian petasan adalah atas
dasar kenyataan, bahwa disamping terdapat kesamaan beberapa bahan-
nya, Lasa penggunaannya, juga yang menjajakannya, unumnya Le rupa=-
kan suatu kesatusn.

Wajib pajak menuru: Peraburan Daerah ini adalah rereka yang
telal nendapat idzin unbtuk melakukan penawaran dan Penjualan pe=-
tasan.

Tata cara pengajuan permiohonan idzin tidak diagtur dalan Peratur-
an Deerah ini;, karena untuk hal %ersebut berlaku ketentuan-ketenw
tuan pengajuan pemohonsn idzin Perdagangan pada ununnya .

Besar pajak yang dikenakan dengan Peraturan Daerah ini te re
ganhung dengan besar kecilinya modal yang dipergunakan, sehingga
dalam Peraturan Daerah ini ditet apkan dengan pProsentase, nanun
demikian juga perlu ditetapkan batas mininun yang harus dibayar
oleh wajib pa jalk.

Deéngan kenyataan bahwa perwmainan petasan pada hakekatnya
nerupaksn pemborosan dan tiada Jarang mendatangkan korban-korban
kecelakaan, sehingga hal tersebut pads hakekatnys nerupakan se-
suatu yang harus diusahakan pengurangannya, naka disamping dengan
Peraturan Daerah ini diharapkasn ads peningkatan pendapatan Daerah,
Juga diharapkan merupaksn sugbu usahsa pengurangan/pembatasén, S€-
belun mungkin untuk meniadakan sama sekali,

PENJRLASAN P4SAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : huruf a cukup jelas,
huruf b : tidak termasuk pengertian petasan dalam Pera-
turan Daerah ini adalsh pernaginan yang nenye-
rupai nercon dibuat dari antars lain bawmbu .
atau batang pohon yang lain,.
tidsk termasuk menawarkan dalan arti Perature-
a1l Daerah ini adalah penjual eceran TR @B
newarkan atas nodal wajib pajak; Dalan hal
demikian renjual eceran dinaksud sewakbu-wake
tu diminta oleh petugas, wajib nenperlihatkan
surat bukti yang nenunjukkan baghwa ia nenawar-
kan atas nodal wajib pajak. :

huruf ¢
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J-a-d:i, cv, ceceece
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Jadi dalam hal ini yang terkena pajak adalah
nereka yang disanping pmenjual juga nelayani
penjual eceran, yang dalan Peraturan Daerah
ini disebut dengan istilah "menjajakan dan
nenyimpan sebagail persediaan" .

huruf d : cukup jelas,

huruf e : cukup Jjelas.

pasal 2 : ayat (1) cukup jelas,

ayat

ayat
ayab

Pasal 3 : ayat

ayabt

Pasal |} : ayat
ayabt

(2) batas 8 (delapan) hari ini tidak termasuk hari

Libur.
) cukup jelas,

(L) didalamn ayat ini dimaksudkan agar wajib pajak

sebelun melakukan penawaran dimaksud dalam pa-~
sal 1 perabturan Daerah ini diharuskan memenuhi
persyaratan, nendaftarkan diri untuk nendapat
idzin dan newbayar lunas pajak yang bersang-
kutan.

gebagai bukti bahwa syarat tersebut diatas te-
lah dipenuhi maka surabt idzin dan tanda pemba=-
yaran harus dipasang ditempat penjualan sehing-
ga davat jelas dilihat oleh unun. -

(1) Ketentuan pasal 3 ayat (1) nengandung penger-

Lian bahwa jika 15% (linabelas perseratus) dari
nodal yang beredar kurang dari Rp.750,- (tujuh-
ratus limapuluh rupiah), naka wajib pajak tetap
dikenakan sebosar RP.T50,- (tujuhratus lima pu-~
luh rupiab). '

(2) cukup jelas.
(1) cukup jelas-.
(2) cukup Jelad,
pasal 5 : pembebanan pajak karena jabatan dalau pasal ini dioak-

sudkan bahwa junmlah besarnya pa jak langsung dit et apkan
oleh yang berwenange

fasal 6 : ayat (1) cukup jelas,
ayat (2) cukup jelas,
ayat (3) cukup jelas.

Pasal 7 : cukup jelas.

Pasal 8 : cukup jelas.
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